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RINGKASAN 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) SEBAGAI MEDIATOR 

DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PASCA PERATURAN 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN 

PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 21 TAHUN 

2020  

Tanah bukan sekedar aset ekonomi. Bagi jutaan rakya Indonesia, tanah 

adalah identitas, penghidupan, dan warisan yang tidak ternilai. Maka ketika 

sengketa tanah terus meningkat yang mana lebih dari 12.000 kasus tercatat secara 

nasional pada tahun 2024, persoalannya bukan hanya soal angka, melainkan soal 

keadilan yang tertunda. Kompleksitas sengketa agraria di Indonesia berakar dari 

berbagai faktor: tumpang tindih kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, 

kelemahan sistem pendaftaran tanah yang masih menganut publikasi negatif, 

hingga kesalahan administratif yang bertumpuk dari waktu ke waktu. Di tengah 

kondisi itulah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 hadir, 

memberikan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk tampil sebagai 

mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Namun regulasi ini membuka 

pertanyaan yang tidak sederhana, dapatkah lembaga yang menerbitkan sertipikat 

atau produk hukum yang paling sering menjadi objek sengketa itu sendiri berdiri 

sebagai pihak yang netral dalam proses penyelesaiannya? Dan jika kesepakatan 

tercapai, apakah hasilnya benar-benar memiliki kekuatan hukum yang dapat 

dijalankan? 
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Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkonstruksi kewenangan 

serta kedudukan BPN sebagai mediator dalam sengketa yang melibatkan produk 

hukummnya sendiri, termasuk mengidentifikasi cacat struktural yang melekat pada 

desain kelembagaan mediasi BPN ditinjau daru asas nemo iudex in causa sua, teori 

kewenangan Hans Kelsen, dan teori keadilan John Rawls. Selain itu, penelitian ini 

juga bertujuan mengkaji kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial Akta 

Perdamaian hasil mediasi BPN, serta menemukan solusi normatif atas kekosongan 

regulasi yang menyebabkan produk mediasi tersebut tidak memiliki titel 

eksekutorial dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembaruan regulasi pertanahan, 

khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak yang 

menempuh jalur mediasi 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe 

deskriptif analitis. Tiga pendekatan diterapkan secara bersamaan: pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis regulasi yang berlaku 

termasuk penggunaan putusan pengadilan sebagai konfirmasi yurisprudensial, 

pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menguji kedudukan BPN 

melalui asas-asas hukum seperti nemo iudex in causa sua, audi alteram partem, 

contrarius actus, dan, pacta sunt servanda, serta pendekatan analitis untuk 

membangun argumentasi normatif secara sistematis. Bahan hukum yang digunakan 

mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan 

pengadilan pada empat tingkatan peradilan, bahan hukum sekunder berupa doktrin, 
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literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai 

penunjang. 

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, kewenangan 

BPN sebagai mediator memang bersumber dari atribusi regulasi, namun hanya 

bersifat fasilitatif-administratif tanpa otoritas memutus. Lebih krusial, kedudukan 

BPN mengandung tiga konflik kepentingan struktural yang bersifat inheren yaitu 

konflik reputasional karena BPN berkepentingan mempertahankan validitas 

produknya sendiri, konflik informasional karena BPN menguasai warkah dan data 

pertanahan secara asimetris, serta konflik yudisial karena BPN berposisi sebagai 

pihak yang seharusnya diperiksa sekaligus yang memeriksa. Ketiga konflik ini tidak 

dapat diselesaikan melalui etika mediator individual semata karena bersifat sistemik 

dan melekat pada desain regulasinya. Kedua, Akta Perdamaian hasil mediasi BPN 

hanya merupakan akta di bawah tangan yang mengikat secara perdata berdasarkan 

asas pacta sunt servanda, namun tidak memiliki titel eksekutorial dari sumber 

manapun. Kelemahan ini telah terbukti nyata pada empat tingkat peradilan. Satu-

satunya jalur memperoleh kekuatan eksekutorial adalah homologasi ke Pengadilan 

Negeri, namun jalur ini justru menghapus efisiensi yang menjadi alasan utama 

mediasi dipilih. Ditinjau dari formula nilai hukum Radburch, Permen ATR/BPN 

Nomor 21 Tahun 2020 hanya memenuhi nilai kemanfaatan secara dominan, 

sementara kepastian hukum bersifat semu dan keadilan substantif justru paling 

rentan terlanggar secara struktural.  
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Tanah bukan hanya sekedar aset semata. Tanah menyimpan identitas, konflik, dan 

harapan jutaan orang. Tidak mengherankan jika sengketa pertanahan di Indonesia 

terus bertambah. Lebih dari 12.000 kasus pertanahan tercatat di tahun 2024. Di 

tengah beban itu, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 mendorong 

Badan Pertanahan Nasional untuk mengambil peran sebagai mediator. Tapi inilah 

masalahanya, BPN merupakan lembaga yang menerbitkan sertipikat yang 

merupakan produk hukum yang justru paling sering menjadi objek sengketa. 

Bisakah seorang penerbit menjadi pengadil atas produknya sendiri? 

Penelitian ini berangkat dari pernyataan tersebut. Dengan metode yuridis normatif 

dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analitis, penelitian ini 

menelaah dua persoalan utama yaitu leigitimasi kewenangan BPN sebagai 

mediator, dan kekuatan hukum dari hasil mediasi yang dihasilkannya. 

Hasil penelitian ini cukup jelas. BPN memang memiliki kewenangan mediasi yang 

bersumber dari atribusi regulasi, namun kewenangannya hanya bersifat fasilitatif-

administratif, tanpa otoritas memutus. Lebih dari itu, kedudukan BPN mengandung 

tiga konflik kepentingan struktural: reputasional, informasional, dan yudisial. 

Ketiganya secara inheren bertentangan dengan asas nemo iudex in causa sua. 

Adapun Akta Perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi BPN tidak lebih dari 

akta di bawah tangan yaitu tanpa kekuatan eksekutorial, tanpa kekuatan paksa, dan 

telah terbukti lemah pada empat tingkat peradilan. 

Kesimpulannya, Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 menghadirkan efisiensi 

prosedural, tetapi gagal memberikan kepastian hukum yang substantif. Reformasi 

normatif menjadi keharusan. Pemisahan kelembagaan mediator dan pemberian titel 

eksekutorial melalui revisi Undang-Undang.  
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MOTO 

"Berjuanglah untuk mengangkat derajat orang tuamu, maka Allah tidak akan 

membiarkan derajatmu jatuh” 
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak 

pernah meninggalkan penulis sendirian dalam setiap langkah. Di saat semangat 

redup dan jalan terasa buntu, hanya kepada-Mu penulis kembali. Karya sederhana 

ini adalah bukti kecil dari kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti.  

Shalawat dan salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad 

Shallallahu 'Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman. Semoga ilmu 

dalam tulisan ini membawa manfaat dan menjadi bagian dari amal yang tidak 

terputus. 

Untuk Kedua Orang Tua: Bapak Ismunandar dan Ibu Maimunah, 

Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar pengorbanan 

kalian. Bapak yang bekerja keras tanpa banyak mengeluh, Ibu yang doanya tidak 

pernah putus bahkan di saat penulis tidak tahu sedang didoakan. Kalian tidak 

pernah meminta penulis menjadi sempurna, hanya meminta untuk terus berjuang. 

Tesis ini penulis persembahkan sebagai salah satu cara untuk mengangkat derajat 

kalian, karena itulah janji yang penulis pegang. Semoga Allah membalas setiap 

tetes keringat dan air mata kalian dengan kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di 

akhirat. Penulis mencintai kalian karena Allah. 

Untuk Adik penulis, Ahmad Dafa Ramadhan, 
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Kehadiranmu adalah pengingat bahwa penulis harus terus melangkah maju. 

Semoga kakakmu ini bisa jadi contoh yang layak, dan semoga perjuanganmu 

kelak jauh lebih besar dan lebih membanggakan. 

Untuk Dosen Pembimbing: Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., 

Terima kasih sudah sabar membimbing penulis yang masih banyak kurangnya ini. 
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bimbingan Ibu agar selalu melangkah kedepan. 

Untuk Seseorang Yang Spesial 

Terima Kasih selalu ada di momen paling lelah, yang tetap percaya bahkan ketika 
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